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KETUA KOMISI PEMILIHAT{ UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Tata Keda Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihaa Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemun(utan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri tentang Penetapan Panitia Pemungutan

Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah Tahun 2O18;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungabn Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara

Republik Indonesia Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 terr1ang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O15 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 5656) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1O Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

2

Mengingat

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubemur Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor O1 Tahun 2O10

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor O5 Tahun 2OO8 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2OO8 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

37 Tahun 2OO8;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun

2OO8 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang

Pembahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

O6 Tahun 2O08 tentang Susunan organisasi dan Tata

Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O15 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
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Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungr.rtan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol7 Nomor 1377);
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2O15 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1911);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O18 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 818);

1O. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15/Kpts/KPU/Tahun 2Ol7 tentang Kode Klasifikasi

Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 20T8.

Memerhatikan
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Menetapkan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Tengalr Nomor llPP.O2.3-Kpt/33/Prov/Wll2Ol7

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal PenyelenRgaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Tengah Nomor 16/PP.O2.3-Kpt/33lProv/lXl2O17

tentang pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2Ol8
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor

25 I PP.O2.3-Kpt/ 33 / kov/ IX I 2O 17 ter,tang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Tengah Nomor 161PP.O2.3-Kpt/33/Prov/lX

/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta Pembentukan

dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wa-kil Gubernur Jawa Tengah ?ahun 2O18.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri Nomor 14/PP.O5.3-BA/33|2IKPU-

KablXIl2OlT tanggal 10 November 2Ol7 tentang

Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara pada

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2018;
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara

pada Penyelenggara€rn Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah Tahun 2Ol8 sebagaimana

tercantum dalam La.mpiran I Keputusan yang merupakan

bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Ttrgas dan Tanggung Jawab Panitia

Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

sebagaimana pada Dilrtum KESATU, tercantum dalam

la.mpiran II Keputusan yang merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ONOGIRI

.r9r

o
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Lampiran II
Nomor
Tentang

Keputusan KPU Kabupa.ten Wonogiri
13/PP.05.3-Kpt/ 33 t2 / KPU -Kab / )a I 2Ot7
Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se
Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

TUGAS DA.f, TAIGGUICG\'AYAB PAflTIA PEII'I|GUTAI SUIRA

DALI\U PETYELEITGGARAAIT PEUIIJHAT GUBERIII'R DAJT WATSL

GUBERITT'R JAWA TEITGAII TAIII'I{ 2OI8

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

a. membantu KPU Kabupate n lKota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran

data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

b. membentuk KPPS;

c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;

d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU

Kabupaten/Kota melalui PPK;

e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;

f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/

Kota melalui PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

h. melaporkan nErma anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di

wilayah ke{anya kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK;

i. mengumumkan daftar Pemilih;

j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

l. merekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf k;

m. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan

melaporkan kepada KPU Kabupaten / Kota melalui PPK;

n. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

o. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng di tingkat

desa/ kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;

p. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari selunrh TPS di wilayah

kerjanya;

q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan

suara dan setelah kotak suara disegel;

r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama

setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki

kewenangan membula kotak suara yang sudah disegel oleh KPPSi;

s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh PPL;
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